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Mengingat

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Tahun Anggaran berakhir;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2730);



10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

15,

16.

17.

18.

9.

20.

21.

22.

23.

24.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor150,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4061);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;



25.

26.

27.

28.

29,

30

31.

32.

33.

34.

35.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
Tahun 2016 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2006
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Daerah Tahun 2006 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018(Lembaran Daerah Tahun 2018

Nomor 14):



-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN2018.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan, terdiri dari :

Laporan realisasi anggaran;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Neraca;

Laporan operasional;

Laporan arus kas;

Laporan perubahan ekiutas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan  kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

e R0 o

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp1.829.582.126.042,71
b. Belanja Rp1.759.824.310.394,63
Surplus Rp 69.757.815.648,08

¢. Pembiayaan :
- Penerimaan Rp114.184.891.727,18
- Pengeluaran Rpl11.920.122.706,00
Pembiayaan Netto Rp102.264.769.021,18

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan (SILPA) Rp. 172.022.584.669,26
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp.13.844.646.826,91dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp1.815.737.479.215,80
2. Realisasi Rp 1.829.582.126.042,71

Selisih Lebih Rp 13.844.646.826,91
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rp.158.632.408.817,35) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran belanja setelah Perubahan Rp 1.918.456.719.211,98
2. Realisasi Rp 1.759.824.310.394.63
Selisih Kurang (Rp 158.632.408.817,35)
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c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah
Rp. 172.477.055.644,26dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit setelah perubahan (Rp 102.719.239.996,18)
2. Realisasi Rp 69.757.815.648,08
Selisih Lebih Rp 172.477.055.644,26

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
( Rp. 472.470.975,00 ) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Penerimaan pembiayaan
Setelah Perubahan Rp 114.657.362.702,18
2. Realisasi Rp 114.184.891.727.18
Selisih Kurang (Rp 472.470.975,00)
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
(Rp. 18.000.000,00 )dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pengeluaran pembiayaan

Setelah Perubahan Rp 11.938.122.706,00
2. Realisasi Rp 11.920.122.706,00
SelisihKurang (Rp 18.000.000,00)
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
( Rp. 454.470.975,00)dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 102.719.239.996,18
2. Realisasi Rp. 102.264.769.021,18
Selisih Kurang (Rp. 454.470.975,00)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. JumlahSaldo anggaran lebih awal Rp 81.719.453.049,77

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp 81.719.453.049,77
Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah Rp -

c. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Rp 172.022.584.669,26

Jumlah Rp 172.022.584.669,26

d. Saldo anggaran lebih akhir Rp 172.022.584.669,26
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf cper 31 Desember Tahun
2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 4.054.430.335.312,31

b. JumlahKewajiban Rp 15.026.793.486,39

c. Jumlah Ekuitas Rp 4.039.403.541.825,92
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31
Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan-LO Rp 1.704.979.129.916,34
b. Jumlah Beban Rp 1.558.896.943.750,81
¢. Jumlah Surplus/Defisit-dari operasi Rp 146.082.186.165,53
d. Jumlah Surplus/Defisit-dari keg non operasional Rp 5.092.671.867,51
e. Jumlah Surplus/Defisit-dari Pos Luar Biasa Rp (802.998.320,00)

f. Jumlah Surplus/Defisit-LO Rp 150.371.859.713,04



-7 -

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018adalah sebagai berikut:
a. Saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2018 Rp 81.719.453.049,77

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 356.348.923.299,37

c. Arus Kas dari aktivitas Investasi (Rp 266.045.791.679,88)

d. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan (Rp 0,00)

e. Arus Kas dari aktivitas Transitoris (Rp 0,00)

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018 Rp 173.422.943.250,70
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per
31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas awal Rp 3.886.230.547.163,88

b. Jumlah Surplus/Defisit-LO Rp 150.371.859.713,04

¢. Jumlah Koreksi ekuitas lainnnya Rp 2.801.134.949,00

d. Jumlah Ekuitas akhir Rp 4.039.403.541.825,92
Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I . Laporan realisasi anggaran ;
Lampiran 1.1 :  Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
Lampiran 1.2 :  Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan

Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan ;

Lampiran 1.3 . Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan kegiatan ;

Lampiran 1.4 . Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah untuk
keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara ;

Lampiran 1.5 :  Daftar piutang daerah ;

Lampiran 1.6 :  Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;

Lampiran 1.7 :  Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah ;

Lampiran [.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
lainnya ;

Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya ;

Lampiran [.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah ;

Lampiran [.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obliglasi Daerah ;



b. Lampiran II : Neraca ;
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas ; dan
d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan, Laporan perubahan

ekuitas, Laporan operasional dan Laporan perubahan
saldo anggaran lebih, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

Pasal 10

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)

terdiri dari :

a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V ; dan

b.Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Bupati Madiun menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
DaerahTahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Juli 2019

2 ~—BUBATI MADIUN,

AHMAD DAWANI RAGIL SAPUTRO
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